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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk  

TENTANG SODOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 

A. Analisis terhadap kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian 

karena sodomi. 

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara 

perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.1 

Berdasarkan ketentuan UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, 

khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum  angka 2 jo. Pasal 2 dan pasal 49 

UU No. 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, 

antara lain ; UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Impres No. 1 tahun 1991 

tentang Kompilasi hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang wali 

hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan 

pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta 

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.2 

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan 

dalam perkara-perkara tersebut bagi mereka yang beragama Islam, baik yang 

diajukan dalam bentuk contentious maupun voluntair.3 Peradilan Agama 

                                                 
             1 Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989. 
              2 Mukti Arto, Praktek-Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama), Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 1. 
             3 Ibid., hlm. 5. 
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sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok 

untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia (pasal 1 dan 2 UU. No. 14/1970 jo pasal 49 ayat (1) jo pasal 49 UU 

No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989.4  

Hakim peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum 

perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam 

hukum acara Peradilan Agama.5Pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 

memutusnya.6 

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami 

istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang 

sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Namun demikian kenyataan hidup 

membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup 

bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. 

Didalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara 

suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, 

ekonomis dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga 

bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga yang pada akhirnya berakibat 

                                                 
             4 Ibid., hlm. 1. 
             5 Ibid., hlm. 29. 
             6 Pasal 56 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. 
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terputusnya ikatan perkawinan.7Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena 

perceraian (talak) atau berdasarkan gugatan perceraian.8  

Berdasarkan putusan nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk yang penulis 

teliti, bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan atau 

permohonan perceraian oleh penggugat adalah sebagai berikut: 

1. Tergugat (suami) kalau berhubungan badan selalu memaksa  minta sodomi 

kepada penggugat (istri). 

2. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

       tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

3. Tergugat (suami) tanpa pamit penggugat (istri) meninggalkan penggugat 

dengan pulang ke rumah orang tua tergugat selama 4 bulan 10 hari. 

4. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama 4 

bulan 10 hari.9 

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh 

hakim  dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian dalam putusan 

Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk adalah : pasal 

39 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, dan dalil-dalil dari kitab fikih.10 

                                                 
              7 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, Ilmu 
Fiqh, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, 
hal. 220. 
             8 Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. 
             9 Berkas salinan putusan nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk. 
             10 Ibid, hlm. 5. 
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Mengenai pertimbangan hukum ini hakim harus  mempertimbangkan 

dalil gugatan, bantahan dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti 

yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang 

terbukti atau tidaknya gugatan itu.11 

Apabila penggugat dalam surat gugatannya, atau secara keliru 

menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya harus 

mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak 

menjadi terang.12 

Atas dasar hal tersebut, kalau penulis melihat dari dasar pertimbangan 

hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk 

yang didasarkan atas alasan gugatan penggugat yang berbunyi bahwa 

penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan dalam 

pembuktian bisa dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi yang 

menerangkan bahwa penggugat dan tergugat selalu melakukan pertengkaran 

terus menerus. Hal itu sudah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 

1989 yang berbunyi : Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan 

syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar 

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat 

dengan suami istri.13 

                                                 
              11 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 
Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm.175. 
             12 Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawanata, op. cit, hlm. 111. 
             13 Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. 
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Didalam hadis dari Jabir Ibnu Abdullah juga diterangkan bahwa Nabi 

pernah memutus perkara dengan bukti sumpah dan keterangan saksi, hadis 

tersebut berbunyi : 

إِبْـراَهِيْمَ الدوْرَقِي, حَد ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِْزِ ابِْنُ محَُمدْ قاَلَ :  نُ بْ  حَد ثَـنَا يَـعْقُبُ 
عَةُ  حَد ثَنىِ   بىِ أَ  نْ , عَ هِ يْ بِ أَ  نْ عَ  حِ الِ  صَ بىِ أَ  نِ أَبىِ عَبْدِ الرحمَْنِ, عَنْ سُهَيْلِ ابْ  نُ بْ  ربَيِـْ

 لْيَمِينِْ مَعَ الشاهِدِ اقَضَى بِ  أَن النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَالَهِِ وَسَلمَ, : الَ , قَ ةَ رَ ي ـْرَ هُ 
14. رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَالتـرْمِذِى الَْوَاحِدِ   

 
Artinya : “Telah bercerita kepadaku Ya’kub Ibnu Ibrahim Al-Dauroqi, telah 

bercerita kepadaku Abdul Aziz Ibnu Muhammad dia berkata : Telah 
bercerita kepadaku Robi’ah Ibnu Abu Abdurrahman dari Suhail 
Ibnu Abi Sholeh dari bapaknya, dari Abu Hurairah dia berkata : 
“Bahwasanya Nabi saw. telah memutuskan perkara dengan bukti 
sumpah beserta keterangan satu saksi”. ( H.R. Ahmad, At-
Turmudzy dan Ibnu Majah ). 

 

Disamping itu dasar pertimbangan hukum hakim juga sudah sesuai 

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan jo. Pasal 19 PP tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) yang berbunyi : 

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami dan 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.15 Adapun perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.16 

                                                 
             14 Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sauroh, Sunan Turmudzi, Beirut Libanon : Darul Kutub Al-
Ilmiah, t.th, hlm. 627. 
            15 Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 
            16 Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. 



60 
 

 
 

Didalam al-Qur’an sendiri dijelasakan dalam surat An-Nisa’ ayat 35 

yang berbunyi: 

������ ��	
��� ������� 
���������� ���� ִ�"����# 

�$☺�&ִ' ()�*+ ,�-���.�- 
�$☺�&ִ'�� ()�*+ /�ִ0�1�.�- ��� 

/�ִ234563 �☯�891(:�� �;�<#��63 
=/�� /�ִ☺>����?�� & @��� �/�� 
��֠⌧C �D☺?�1�6 �EF5�Gִ�  

  Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa’ : 35).17 

 

Makna ayat tersebut adalah jika suami dan istri merasa khawatir timbul 

perselisihan, maka hendaklah mereka mengirim seorang juru pendamai dari 

pihak suami dan pihak istri. Setelah kedua juru pendamai memusyawarahkan 

untuk mencari jalan keluar yang terjadi di antara pasangan suami dan istri. 

Mudah-mudahan keduanya dapat didamaikan dan hidup rukun kembali. Tetapi 

jika kedua juru pendamai memepertimbangkan, bahwa kehidupan rumah 

tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka kedua juru 

pendamai berhak memisahkan keduanya.18 

Menurut pendapat Bapak Ali Irfan, SH. MH. “Bahwa hakim 

memberikan pertimbangan hukum karena alasan pertengkaran terus menerus 

disebabkan dalam fakta persidangan  yang bisa dibuktikan oleh penggugat 

hanyalah masalah pertengkarannya dan menurut beliau hakim dalam 

                                                 
            17 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, 123. 
             18 Mansyur Ali Nasyif, Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 2, Bandung : 
Sinar Baru Algensido, 1993, hlm. 991-992. 
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memeriksa perkara perdata yang dicari hanyalah kebenaran formil yang 

mudah dibuktikan dalam persidangan”.19 

Namun menurut penulis, didalam dasar pertimbangan hukum hakim 

seharusnya memberikan cukup alasan terhadap sebab-sebab terjadinya 

pertengkaran. Hal itu penulis dasarkan pada pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 

1975 jo. Pasal 134 KHI yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan 

pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi 

Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami 

istri.20 

 Dilihat dari huruf (a)  dan (b) pasal 178 H.I.R. ternyata, bahwa hakim 

harus mencukupkan alasan hukum dan mengadili semua petitum, tidak boleh 

satupun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan 

seksama.21 Pasal 178 H.I.R. menentukan, bahwa : 

a. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus 

mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan 

oleh kedua belah pihak. 

b. Ia wajib mengadili segala bagian gugatan.22 

c. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak diminta 

tergugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.23 

                                                 
             19 Hasil wawancara dengan Drs. Ali Irfan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Demak. 
Wawancara pada tanggal 10 November 2011. 
             20 Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. 
             21 Pasal 178 huruf (b) H.I.R. 
              22 Mengadili dalam bahasa Indonesia artinya : Menimbang, memeriksa, dan memutus 
(perkara, sengketa); menentukan mana yang benar dan mana yang salah. 
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Disamping itu kalau dilihat dari tugas-tugas pokok hakim dalam pasal 

2 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 Bahwa tugas hakim adalah memeriksa dan 

mengadili perkara. Didalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim 

wajib untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.24 

Hakim seharusnya dalam mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa 

lebih menitik beratkan terhadap perbuatan menyodomi tergugat kepada 

penggugat. Karena yang menjadi sebab utama terjadinya ketidak harmonisan 

rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah peristiwa tersebut. 

Walaupun secara yuridis perceraian dengan alasan sodomi memang 

tidak diatur secara jelas. Perceraian pada intinya adalah sebuah solusi atas 

permasalahan keluarga yang sudah sampai pada taraf kronis artinya sudah ada 

pada tahap yang sulit untuk diselesaikan dengan jalan yang lain. Seorang istri 

atau suami yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan atau bahkan merasa 

tersiksa baik penyebab tersiksanya itu ada pada dirinya atau pada pasangannya 

adalah sesuatu yang bisa dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan. 

Dalam  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 ayat (3) jo. pasal 

77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam  disebutkan bahwa jika suami atau istri 

                                                                                                                                      
            23 Pasal 178 H.I.R. 
             24 Mukti Arto, op. cit, hlm. 32. Mengkonstatir artinya : Membuktikan benar tidaknya 
peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat bukti yang sah, 
menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara 
persidangan.  
 
Mengkualifisir yaitu : menilai peristiwa itu termasuk hubungan apa atau mana, menemukan 
hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstaring itu untuk kemudian dituangkan dalam 
pertimbangan hukum. 
Mengkonstituir yaitu : menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan. 
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melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama.25 

Dilihat dari pasal 116 huruf (d ) bahwa perceraian dapat terjadi karena 

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang 

membahayakan pihak yang lain.26 Sodomi bisa kategorikan dalam alasan 

tersebut karena sodomi merupakan bentuk kekejaman dan penganiayaan 

dalam bentuk kekerasan seksual (melakukan pelecehan atau pemaksaan 

aktivitas seksual).27 

Di samping pasal 116 huruf (d) KHI, hakim juga bisa mendasarkan  

terhadap ayat Al-Qur’an, hadis dan Undang-undang. Didalam Al-Qur’an 

sudah dijelakan dalam surat An-Nisa’ ayat 19 dan surat Al-Baqarah ayat 223, 

yang berbunyi : 

 H)�.�	FI��6�� 
��65��ִ☺�J����  

Artinya : “Pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang baik”. (Q.S. An-
Nisa’ : 19).28 

 
"KLCL�/�MN�O PQ"5ִ' "KL&�J 

����R#S�# "KL&��"5ִ' TUVW�- 
�XLY�Z�� � ���6+�.2�֠�� 

"�L&N[�\X] T ���[�@R���� 
�/�� ��^�☺91(6���� K[`V\�- 

	9�[�891a+ & 45�bcde�� 
fgh�E�+��☺�J��    

                                                 
              25 Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 ayat (4) Undang-undang No. 1 
Tahun 1974. 
             26 Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Penganiayaan dalam bahasa Indonesia 
diartikan : Perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan dan penindasan). 
             27  Milda Marlina, Marital Rape, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 15. 
Kekerasan seksual  disini diartikan : Setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau 
penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, dan psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang dilakukan didepan 
umum atau didalam kehidupan pribadi. 
             28 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, hlm. 119. 
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Artinya : “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 

Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu 
kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang 
yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah : 223).29 

 
Didalam hadis juga dijelaskan, hadis tersebut berbunyi : 

, ىفِ نَ لحَْ اِ  مْ لِ سْ مُ  نْ بِ  كِ لِ مَ الْ  دُ بْ ا عَ نَ ث ـَ د , حَ عُ يْ كِ ا وَ نَ ث ـَ د , حَ بىِ  أَ نىِ ثَ  د , حَ االلهِ  دُ بْ ا عَ نَ ث ـَ د حَ 
, االلهِ  لَ وْ سُ ارَ : يَ  الَ قَ ف ـَ بيِ  الن لىَ إِ  بيِ رَ عْ أَ  اءَ : جَ  الَ قَ  هُ نْ عَ  االلهُ  يَ ضِ رَ  يٍ لِ عَ  نْ عَ  هِ يْ بِ أَ  نْ عَ 
 مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى االلهُ ل صَ  االلهِ  لَ وْ سُ رَ  الَ قَ ؟ ف ـَ ةُ يحَْ وَ لر ا اَ نَ دِ حَ أَ  نْ مِ  جُ رُ حْ تَ ف ـَ ةِ يَ ادِ بَ الْ بِ  نَ وْ كُ انَ ن إِ 

تأَْ تُوا  لاَ وَ , أْ ض وَ ت ـَيَ لْ ف ـَ مْ كُ دُ حَ أَ  لَ عَ ف ـَ ذَ إِ , ق الحَْ  نَ مِ  يِ حْ تَ سْ يَ  لاَ -ل جَ  وَ  ز عَ - االلهَ  ن :"إِ◌ِ 
 وَ الن" ةً  قاَلَ سَاءَ فيِ أعَْجَازهِِنمَر " 30" فىِ أدَْباَرهِِن  

 
Artinya : “Telah bercerita kepadaku Abdullah, telah bercerita kepadaku 

bapakku, telah bercerita kepadaku Waqi’, telah bercerita kepadaku 
Abdul Malik Ibnu Muslim Al-Hanafi dari bapaknya dari Ali ra dai 
berkata : Seorang baduwi datang kepada Nabi kemudian berkata 
wahai Rasulullah sesungguhnya kami berada dihutan kemudian 
salah satu dari kami mengeluarkan bau ?. Kemudian Rasulullah 
saw bersabda : Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak malu dari 
sesuatu yang hak, ketika salah satu dari kamu sekalian 
mengerjakannya maka hendaklah berwudhu, dan Janganlah kamu 
mendatangi para istrimu pada dubur-dubur mereka”. (H.R. 
Ahmad). 

 

حَد ثَـنَا هَنادٌ, عَنْ وكَِيْعٍ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبىِ صَالِحٍ, عَنِ 
رَسُوْلُ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ " مَلْعُوْنٌ مَنْ  مخَْلَدٍ عَنْ اَبىِ هُرَيْـرَةَ, قاَلَ : قَالَ  الحاَرِثِ بْنِ 

وُدَ وَالنسَائىِ وَاللفْظُ لَهُ, وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ,  لَكِنْ اعُِل أتََى اِمْرأَةًَ فيِ دُبرُهَِا. رَوَاهُ ابَُـوْدَا
31.باِلاِرْسَالِ   

 

                                                 
              29 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, hlm. 54. 
             30 Ahmad bin Hambal, op. cit, hlm. 107. 
             31 Sulaiman Ibnu Al-Asyt’ats, op. cit, hlm. 115. 
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Artinya : “Telah bercerita kepadaku Hannad, dari Waqi’ dari Sufyan, dari 
Suhail Ibnu Abi Sholek, dari Al-Harits Ibnu Makhlad dari Abu 
Hurairah dia berkata : Rasulullah saw bersabda : “terkutuk orang  
yang menggauli istri pada duburnya”. (Riwayat Abu Dawud, 
Nasa’i. Lafad hadis menurut riwayatnya. Perawi-perawinya dapat 
dipercaya, namun hadis tersebut mursal). 

 
Didalam Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga pasal 5 juga dijelaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah 

tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) 

kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.32 

Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud pasal 5 huruf (a) adalah 

perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.33 

Sedangkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) 

adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang.34Kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi : (a) Pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga .35 

Disamping itu hakim juga bisa mengkonstatir dan mengkualifisir  

sodomi dalam kategori alasan perceraian pasal 19 huruf (e) PP No. 9 tahun 

1975, dan Pasal 116 KHI khususnya pada huruf (e) pasal tersebut berbunyi : 

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak mendapat 

                                                 
             32 Pasal 5 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. 
             33 Pasal 6 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. 
             34 Pasal 7 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. 
             35 Pasal 8 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. 
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cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami istri.36 

Hal itu sudah diatur dalam pasal 75 UU No. 7/1989  yang berbunyi 

bahwa “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat 

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 

kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk 

memeriksakan diri kepada dokter”.37  

Didalam Hadis Sa’id Ibnu Musayyab r.a. juga telah dijelaskan : 

اَ رَجُلٍ تَـزَوجَ باِمْرأَةٍَ وَ عَنْ مَالِكٍ أنَهُ بَـلغَهُ عَنْ سَعيِْدِ بْنِ الْمُسَيبِ أنَهُ قاَلَ :  بهِِ جُنُـوْنٌ أَيم
38.تْ فَارَقَتْ يـرُ فإَِنْ شَأَتْ قَـرتْ وَإِنْ شَأَ أَوْ ضَرَرٌ فإَِ نـهَا تخَُ     

Artinya : ”Dari Malik bahwasanya dia menerima hadis dari Sa’id bin 
Musayyad dia berkata : Manakala seorang lelaki mengawini 
seorang wanita, padahal lelaki itu mengidap penyakit gila atau 
penyakit yang berbahaya, maka wanita itu boleh berkhiyar 
(memilih). Jika ia suka untuk tetap menjadi istrinya ia boleh 
melangsungkannya, dan jika ia suka untuk berpisah darinya ia 
boleh berpisah darinya”. 

 

Menurut pendapat bapak Ali Irfan, SH. MH. “Sodomi bisa dijadikan 

alasan perceraian kalau bisa dibuktikan dengan surat visum dari dokter yang 

menyatakan bahwa tergugat benar-benar memiliki penyakit kelainan seksual 

sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami”.39 

                                                 
             36 Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 
KHI. 
            37 Pasal 75 UU No. 7/1989. 
             38 Malik Ibnu Anas, Muwattho’ Juz 2, Kairo : Darul Ihya’ Al-Turas, 2004, hlm. 563. 
             39 Hasil wawancara dengan Drs. Ali Irfan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Demak. 
Wawancara Pada tanggal 10 November 2011. 
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Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah 

untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan 

benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus 

terbukti apabila penggugat menginginkan gugatannya dikabulkan. Tidak 

semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab 

dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, 

tidak perlu dibuktikan.40 

B. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor : 

1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi. 

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan 

memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan 

menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan 

kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya. Firman Allah surat Al-Baqarah 

ayat 231 menyatakan : 

ن ضِراَراً لتِـَعْتَدُوا فأََمْسِكُوهُن بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بمِعَْرُوفٍ وَلاَ تمُْسِكُوهُ   
 
Artinya : ”Maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah 
kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena 
dengan demikian kamu menganiaya mereka”. (Q.S. Al-
Baqarah : 231).41 

 

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam 

hukum Islam perceraian terjadi karena khulu’, zhihar, illa’, li’an. Kasus 

perceraian dalam salinan putusan nomor 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk). yang 
                                                 
             40 Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawanata, Hukum Acara Perdata Dalam 
Teori dan Praktek, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 58. 
            41 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, 56. 
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penulis kaji dalam skripsi ini merupakan perceraian dalam kategori khulu’. 

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian 

dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada 

suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan thalaq. Perceraian karena 

khulu’ dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam harus berdasarkan atas alasan 

perceraian sesuai ketentuan pasal 116.42 

Di kalangan para fuqaha, khulu’ kadang dimaksudkan makna yang 

umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang 

diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan 

perkawinan, baik dengan kata khulu’, mubara’ah, maupun thalaq. Kadang 

dimaksudkan makna yang khusus, yaitu thalaq atas dasar iwadh sebagai 

tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna 

seperti mubara’ah (pembebasan).43 

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam 

perkara No. 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk dalam amar putusannya memutuskan 

mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari 

tergugat. Majelis hakim merujuk kepada fakta-fakta dalam persidangan dan 

juga dalam proses pembuktian yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang 

diajukan oleh penggugat mempunyai kekuatan hukum dalam kesaksiannya. 

 Menurut penulis, dalam putusan nomor :1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk, 

majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan alasan 

pertengkaran terus menerus karena sebab sodomi dan hakim menjatuhkan 
                                                 
            42 Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam. 
             43 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 
op.cit, hlm.250-251. 
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talak satu ba’in sugra sudah tepat. Talak satu ba’in sugra bisa terjadi karena 

talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khulu’, dan talak 

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.44 

Kalau dilihat dari kemaslahatan atau kemadharatannya, menurut 

penulis, pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri yang tidak ada 

jalan keluar lagi kecuali perceraian, maka saat itulah talak menjadi wajib.45 

Cerai gugat dengan Khulu’ didasarkan atas firman Allah Swt surat Al-

Baqarah ayat 229 : 

إِلا أَنْ يخَاَفَا أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فإَِنْ وَلاَ يحَِل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممِا آَتَـيْتُمُوهُن شَيْئًا 
خِفْتُمْ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افـْتَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ 

مُونَ تَـعْتَدُوهَا وَمَنْ يَـتَـعَد حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالِ   
 
Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 

telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 
kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim”. (Q.S. Al-
Baqarah : 229).46 

 

Didalam hadis  juga disebutkan bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams 

bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw, mengadukan perihal 

dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut: 

                                                 
            44 Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 
             45 M. Abdul Ghoffar, Fikih Keluarga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm.208-209. 
            46 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, 55.  
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يْلٍ, حَد ثَـنَا عَبْدُ الْوَهابِ الثـقَفِي  حَد ثَـنَا ازَْهَرُ   عَنِ حَد ثَـنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرمَِةَ  ابْنُ جمَِ
اَن امْرأَةًَ ثاَبِتِ بْنِ قَـيْسٍ اتََتِ النبىِ صَلى االلهُ عَليَْهِ وَسَلمَ, فَـقَالَتْ :  ابْنِ عَباسٍ 

نْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فىِ ياَرَسُوْلَ االلهِ, ثاَبِتُ بْنُ قَـيْسٍ مَا أعَِيْبُ عَلَيْهِ فىِ خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ, وَلَكِ 
قَتَهُ ؟ فَـقَالَتْ : مِ, فَـقَالَ رَسُوْلُ االلهِ صَ سْلاَ الإِ  لى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ " أتََـرُديْنَ عَلَيْهِ حَدِيْـ

بَلِ الحَْدِيْـقَةَ وَطلَقهَا تَطْلِقَةً, رَوَاهُ  نَـعَمْ, فَـقَالَ رَسُوْلُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ " إِقـْ
47قِهَا.الْبُخَارىِ, وَفىِ رِوَايةٍَ لَهُ : وَأَمَرَهُ بِطلََ   

 
Artinya : “Telah bercerita kepadaku Azhar Ibnu Jamil, telah bercerita 

kepadaku Abdul Wahab Al-Saqofi, telah bercerita kepadaku 
Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin 
Qais datang kepada Nabi Saw lalu berkata : Wahai Rasulullah, 
saya tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais. Akan tetapi 
saya tidak suka durhaka (pada suami) setelah masuk Islam. Lalu 
Rasulullah saw bersabda : Apakah engkau mau mengembalikan 
kebunya ? Dia menjawab : Ya.Lalu Rasulullah saw bersabda : 
Terimalah kebun dan ceraikanlah dia”. (Riwayat Bukhari dalam 
sebagian riwayat. Beliau memerintahkannya untuk menceraikan). 

 
 

Firman Allah dan hadis Rasulullah tersebut di atas menjadi dalil 

disyari’atkan khulu’ dan syahnya terjadi khulu’ antara suami istri.48Menurut 

penulis didalam Hukum Islam sendiri tidak menghendaki adanya 

kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Hal itu 

didasarkan atas suatu Hadis Rasulullah Saw yang berbunyi : 

عَالىَ عَنْهُ قَالَ : قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ رَضِىَ االلهُ ت ـَ عَنِ ابْنِ عَباسَ 
وَسَلمَ لاَضِرَرَ وَلاَضِراَرَ . رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبىِ سَعِيْدٍ مِثـْلُهُ, 

وَطاَءِ مُرْسَلٌ.
ُ
49وَهُوَفىِ اْلم  

                                                 
             47 Muhammad Bin Ismail, op. cit, hlm. 170. 
              48 Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Di Jakarta, 
op. cit, hlm.252-253. 
              49 Ahmad bin Ali bin Khajar Al-Asqholani, Bulughul Maram, Beirut Libanon : Dar Al-
Fikr, 1989, hlm. 193. 
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Artinya : “Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah saw. bersabda “ Tidak 

boleh ditimpa kemelaratan dan tidak boleh pula memelaratkan 
orang”. ( Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ada pula sebuah hadis 
dari padanya berasal dari Abu Said di dalam buku Almuwatthak dan 
Mursl ).  

 
 
 

Didalam qaidah fikih juga dijelaskan, bahwa setiap kemadharatan itu 

wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah menyatakan : 

50الَضرَرُ يُـزاَلُ   
Artinya : “ Kemadharatan itu wajib dihilangkan”. 

 

 اْ  بِ لْ ى جَ لَ عَ  مٌ د قَ مُ  دِ اسِ فَ مَ الْ  ءُ رْ دَ 
َ
51حِ الِ صَ لم   

 
Artinya : “Menolak kerusakan itu harus didahulukan untuk mendatangkan 

kemaslakhatan”. 
 

Berdasarkan firman Allah, Hadis dan qaidah fikih tersebut, menurut 

penulis bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau 

sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak 

yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya 

perkawinan.52Didalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 

putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena 

talak atau berdasarkan gugatan perceraian.53 

                                                 
             50 Abdul Hamid Hakim, As-Sulam Juz 2, Jakarta : Maktabah Sa’adiah Putra, 2007, hlm. 
59. 
             51 Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awaliah, Jakarta : Maktabah Sa’adiyah Putra, 2007, hlm. 
34. 
              52 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 
op.cit, hlm.269-270. 
             53 Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. 


